WALIKOTA UKITTINGGI

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 31 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG STANDAR BIAYA KEBUTUHAN
PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyempurnaan Peraturan Walikota Bukittinggi
Nomor 24 Tahun 2011 tentang Standar Biaya Kebutuhan Pemerintah
Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2012 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomot 9 Tahun 2012 perlu
dilakukan perubahan lampiran dari Peraturan Walikota tersebut;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf “a”,
perlu menetapkan Peraturan Walikota Bukittinggi tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 24 Tahun 2011
tentang Standar Biaya Kebutuhan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun
Andgaaran 2012;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tenteng perubahan kedua atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416), yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 74,
Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4576), yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65
Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
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Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Milik
Negara / Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4855);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan daerah
Provinsi, dan Pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /
Jasa Pemerintah, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah, yang telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan
Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara
Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2012;

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2006 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 05);

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 tahun 2006 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota
Bukittinggi tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi
Tahun 2006 Nomor 08);

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03);

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota
Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 04);

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 07 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi
Tahun 2008 Nomor 07);

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi
(Lembaran Daerah Kota Bukittinggi tahun 2008 Nomor 10);

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota
Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi tahun 2008 Nomor
11);

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota
Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12);

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja satuan Polisi Pamong Praja
Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008
Nomor 13);

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota
Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor
14);

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2012 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012,
(Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2012 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2012 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi
Tahun 2010-2015 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2012 Nomor
4);

Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas
SLTP, Unit Pelaksana Teknis Dinas SMU / SLTA pada Dinas
Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Bukittinggi (Berita Daerah
Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 14);

Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2012 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2012, (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2012 Nomor
3) yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota
Bukittinggi



Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Walikota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2012 (Berita Daerah Kota
Bukittinggi Tahun 2012 Nomor 19);

48. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 24 Tahun 2011 tentang Standar
Biaya Kebutuhan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2012
(Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2011 Nomor 24) yang telah
beberapa kali diubah dengan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 9
Tahun 2012 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2012 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR 24
TAHUN 2011 TENTANG STANDAR BIAYA KEBUTUHAN
PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN
2012.

Pasal 1

1. Mengubah Lampiran dalam Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 24 Tahun 2011
tentang Standar Biaya Kebutuhan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2012
(Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2011 Nomor 24) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2012 (Berita Daerah Kota
Bukittinggi Tahun 2012 Nomor 9) pada angka 2 Honorarium No. 102 Honorarium
Pegawai Tidak Tetap, No. 2.10.02 Uang Kesejahteraan Pegawai Honorer / Tidak
Tetap sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012.



Pasal 11
Peraturan Walikota Bukittinggi ini dimulai sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini

dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada tanggal : 12 Desember 2012

WALIKOT, INGGI
— g -

\

ISMET Z1S

Diundangkan di : Bukittinggi
Pada tanggal  : 12 Desember 2012

SEKRETARIS D KOTA BUKITTINGGI

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2012 NOMOR 31



LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 31 TAHUN 2012
TANGGAL : 12 DESEMBER 2012

PERUBAHAN STANDAR BIAYA KEBUTUHAN
PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2012

2. HOMORARIUM

No. URAIAN SATUAN STANDAR BIAYA KETERANGAN
2 10 HONORARIUM PEGAWAI
TIDAK TETAP
2 10 02 Uang kesejahteraan Pegawai
Honorer / Tidak Tetap
2 10 02 01 Tunjangan Guru Non PNS yang | Orang/ bulan 350.000

mengabdi pada satuan Pendidikan
di  wilayah Kota Bukittinggi
(PAUD, TK, SD sederajat, SMP
sederajat, SLTA sederajat).

2 10 02 02 | Tunjangan Tenaga Medis Tidak | Orang/bulan 350.000
Tetap / Kontrak yang
diperbantukan pada Pemerintah
Kota Bukittinggi yang diangkat
oleh Menteri / Gubernur atau
Pejabat lainnya atas nama Menteri
/ Gubernur.

2 10 02 03 Uang Kesejahteraan Tahunan bagi | Orang / bulan 850.000
Guru Non PNS yang mengabdi
pada satuan Pendidikan di
wilayah Kota Bukittinggi (PAUD,
TK, SD sederajat, SMP sederajat,
SLTA sederajat) dan Pegawai
harian yang diangkat oleh
Walikota Bukittinggi / Pimpinan
SKPD / Unit Kerja di Lingkungan
Pemerintan Kota Bukittinggi /
Pemerintah Propinsi / Pemerintah
Pusat yang mengabdi pada
Pemerintah Kota Bukittinggi.

WALIKOT, INGGI
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ISMET ZIS




